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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/411 /DPMPTSP/ 1V /2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL FATA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a bahwa berdasarkan Surat Pemoht‘nan beserta lampirannya dari Saudara Cecep Sholeh
Somantrie tanggal 25 September 2020.Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan
berdasarkan Rekomendasi Dinas Perudlan Nomor 073/1280-Disdik tanggal 31 Maret 2021
Kelompok Bermain (KB) NURUL/FATA dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelengarakan
Kelompok Bermain (KB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan |mana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
W Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang periu
Izin Penyelenggaraan Pendldilgan Anak Usia Kdunggka'm(m) #URUL FéaE
ng ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman M yanan Terpadu
ﬁ ntu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) imana
telah diubah dengan Nomor 4 Tahm 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Undang—Undang Nomor 14 Tahun 1950

Perrbenmlan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Naror 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 T:

Repubiik Indonesia Tahun 2004!

intahan Daerah (Lembaran Negara
N 12% Lembaran Negara Republik Indonesia
SEEEES Nomor 4437 sebagaimma tela pa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2 | Kedua atas Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara . lndoneaa Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomo

)5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
or 41 Tambahan Lembaran Negara Republik

Tahun Lembaran Negara

2013 Nomor 71.T: Ne;arakmlbﬁklmamaﬂmmml 0);

6. Peraturan Pemesintah Nomor. 38" Tﬂm ZJOL!entang P lan Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dam r. Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 ] 3 nLentaranNegara ik Indonesia Nomor 4 50),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 | Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

ra ia Tahi Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 teman?m naan Pendidikan (Lembaran Negara
8 or 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

9, Peraturan Pemerintah Nomor n 2010 tmtang Pengelolaan dan Penyelengaraan
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negala Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
Sebagaimam telah diubah dengan Peraturan natah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang n dan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010Nomor112 Tanbaluanbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republk Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
TmtmgPaﬂuimSahanPeﬂdhnNmfanal(BelaNegamReptﬂkhﬂmesataanou

Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279),
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 20008 lm'm? Urusan Pu'rmwn
Daerah Kabupaten Ma (Lembaran Daerah Kabupaten Majabengra Tatun 2008 Normor 2
Tambahan Lembaran Y Nonmor 1),

13, Peraturan Dacrah Kal ommor 4 Tatun 2017 ¢ Pswdw?r
Pulzu\andkawpdm mpummmomm Kabupaten Majalenigra Tatun 2012 Nomeor

14. Pe:aturan Daerah Kabupaten Majakngka Nomor 12 Tahun 2019 lm'arv; Penshan atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembertukan dan Susunan Perangrat Daerah
Kampam Majalengka.

15. Peraturan Bupati Maja Normr 2 Tdun 2018 Imlaﬂo Pelunpahian Perizinan
aan Nmkl;endnan pada $ Penanaman dan Pedayanan Terpadu Satu Hrf:'mmm

ajaleng

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dinl Kepada:

KESATU Nama Kelompok Bermain (I(B) NURUL FATA

Alamat { / 31, Siliwangi No. 150 Dusun Cibeurih RT
\ _ 003 RW 009 Desa Bantarujeg Kecamatan

Dengan Ketentuan sebagal Berikub/ Banta e

Menggunakan Kurikulum dan M Belajar yang sesual dengan tujuan Perdidikan
Nasional;

2. Mentaatl Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Menyampalkan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka

4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum
Berakhimya masa Izin

KEDUA . Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.
KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan inl, Sekaligus Mencabut Keputusan Nomor 424 Tahun 2017
Tanggal 17 Oktober 2017
jak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

KEEMPAT . xepummwseﬂakua(man
e haﬂtaﬂapatkdrdlma

atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 00 April 2021

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
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